Menimbang

Mengingat

&

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM KESEHATAN KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia;

bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan
sumber daya manusia serta sebagai modal dasar bagi pelaksanaan
pembangunan daerah;

bahwa dengan telah ditetapkannya Sistem Kesehatan Nasional yang
menjadi acuan serta suprastruktur pembangunan kesehatan di tingkat
nasional, juga merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan
kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara integral
merupakan sub sistem dari Sistem Kesehatan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung

tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang ...

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu004.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu023.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu029.doc

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimna telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3520);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan
Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ancaman/Sanksi
Pidana (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1986 Nomor 04);
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005
Jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2007 Nomor 08);
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14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2008 Nomor 05);

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
Dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG SISTEM

KESEHATAN KOTA BANDUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Walikota adalah Walikota Kota Bandung.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap
orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

Swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di Daerah,;
Warga Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Daerah.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
yang ada di daerah;

Sarana layanan umum adalah tempat pelayanan bagi masyarakat seperti penginapan/hotel,
restoran/rumah makan, kolam renang, terminal, bioskop, tempat ibadah, pusat perbelanjaan

tradisional/modern, tempat rekreasi, jasa boga dan usaha sejenis lainnya.
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Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan yang
mempunyai struktur organisasi cabang di Daerah.
Organisasi/asosiasi sarana kesehatan adalah organisasi/asosiasi yang bergerak di bidang
pelayanan kesehatan dasar, rujukan yang mempunyai struktur organisasi/ asosiasi cabang di
Daerah.
Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga independen
yang dibentuk masyarakat non-pemerintah yang ikut berperan aktif dalam mewujudkan
pembangunan Kesehatan di Daerah.
Sistem Kesehatan Kota Bandung yang selanjutnya disingkat SKKB adalah tatanan yang
menghimpun berbagai upaya pemerintah dan masyarakat di Daerah secara terpadu dan saling
mendukung guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Badah Hukum adalah badan usaha yang dimiliki negara atau daerah, swasta, koperasi sebagai
pengumpul dan sekaligus pengelola dana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
Puskesmas adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang
bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan
peran akti masyarakat.
Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan
dan gawat darurat serta penunjang lainnya.
Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan mewujudkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara, meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Tenaga pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan
dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan
turum temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan
pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turum temurun dan/atau
pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
Pelayanan kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara
menyeluruh, meliputi kegiatan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif),
penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) kepada pasien.
Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah perorangan atau sarana

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
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Upaya Promotif adalah kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.
Upaya Preventif adalah setiap kegiatan dalam rangka pencegahan penyakit.
Upaya kuratif adalah setiap kegiatan dalam rangka penyembuhan penyakit.
Upaya Rehabilitatif adalah setiap kegiatan dalam rangka pemulihan kesehatan.
Kegiatan Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus
menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi
terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut.
Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLLB adalah timbulnya atau meningkatnya
kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu.
Sumber daya kesehatan adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan
sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan.
Spesimen adalah bahan pemeriksaan berupa darah, urine (air kemih), aeces tinja), cairan
tubuh, dahak, dan jaringan tubuh.
Bahan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Bapel adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat/asuransi.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah suatu
cara penyelenggaran pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama
dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan bermutu yang terjamin serta pembiayaan yang
dilaksanakan secara pra upaya.
Asuransi kesehatan adalah mekanisme pengumpulan dan guna memberikan perlindungan atas

resiko kesehatan yang menimpa peserta dan/atau keluarganya.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
SKKB dimaksudkan sebagai dasar pijakan untuk melaksanakan program dan aktiitas
penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan
masyarakat.
SKKB bertujuan untuk :

a. memberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki pemerintah, swasta,
masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
b. menata kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, masyarakat untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
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